
1. Undang·Undang NOITIOf 14 Tahun 1950 ter.tang Pembenrukan 
Daerah-daerah !<abupaten dalam Ungkungan l'ropinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentul<an 
Perpturan Perundang·undangan (ternbaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Unc!ang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambalian Lembaran Negara Rel)Ublik Indonesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah dlubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang tlomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang·Undang NOO!Or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia NOfllOr 4844); 

4. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo, 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor l58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587) ; 

Mengingat 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksana«an ketentuan Pasal 86 ayat (I) 
Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerlntahan Oesa, yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa clan 
Perangkat Desa diberikan penghasilan teta;:> dan penghasilan lalnnya 
guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan oesa, 
sehingga dipandang perlu adanya Pedoman n engenai Kedudukan 
Keuangan Kepala Oesa dan Perangkat Desa; 

b. bahwa atas dasar pertirr,bangan sebagilimana dimaksud dalam huruf 
a. maka Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Oesa clan Pcrangkat 
oesa tersebut perlu ditetapkan melalui Peraruran &,pati. 

TENTANG 
PEOOMAN KEDUOUKAN KF.UANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 14 TAHUN 2010 

NOMOR 

BERITA DAERAH KABUPAT~N BEKASI 



Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Oaerah adalah Pernerintahan Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerlntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinSip Negara Kesatuan Republlk Indonesia sellagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupatl Bekasl. 
4. Camat adalah PerangkatDaerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan. 
5. Kepala Desa adalah i)lmplnan penyelenggaraan kegiatan Pemermtahan Desa .. 
6. Desa adalah kesstuan masvarakat hukum yang memilikl batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istladat setempat yang diakui dsn dihormatl dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesa~n Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Oesa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahdn oleh Pemerintah 
Desa dan Sadan Pennusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asai-usul dan adat lstfadat setempat 
yang diakui dan dihormatl dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

I'!. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sellagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Baclan Permusyawaratan Desa yang selilnjutnya diSingkat BPO adalah lembaga yang 
merupal<an perwujudan dernokras; dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemer1ntahan Desa. 

10.Perangkat Desa adalah Sekretaris Oesa, Kepala urusan dan Kepala Duson 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

BUPATI BEKASI TI:NTANG PEDOMAN 
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 

PERATURAN 
KEDUDUKAN 
DESA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

ii. ~ Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pe:nbagian 
unisan Pemenntahan Anta.-a Pemerintah, PemeMtahan Daefah 
Provfnsi dan l'(;merlntahar. Kabupaten J xota (Lembaran Negara 
Repubjll( Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

8. Peraturan Daerah Kabupaten 8ekasl Nomor 2 Tahun 2008 tenrang 
Pemerintahan Desa; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Daer3h Kabupaten BekaSi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bel<asi 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7}; 



( 1) Pegawai Negeri yang dipilih menJadi Kepala Oesa dlbeba:;kan untuk sementara 
waktu darl jabatan organiknya selama menjadi Kepala oeso tanpa kehilangan 
status sebagai Pegawai Negeri. 

(2) Gail dan penghasilan lainnya yang berhak diperoleh oleh Pegawai Negeri sebagai 
dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayarl<an oleh lnstanSi induknya. 

(3) Pegawal Negeri yang dipilih menjadl Kepala Desa kenaikan pangkatnya sesuai 
dengan Peraturan Perundang - undangan yang ber1aku. 

(4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadl Kepala Oesa bemak men1apat kena,kan gaji 
berkala sesuai dengan pereturan Perundang - undangan yang ter1aku. 

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke 
instansi induknya. 

Pasaf 3 

BJ\8 II 
KEDUDUKAN KEPALA OESA DAN 

PERANGKAT DESA 

Pasal 2 
Kepala Desa dan Perangkat Oesa adalah PeJabat Pemefintah Desa yang 
menyelenggarakan Pemerlntahan, pelaksanaan pernbangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan di Deso. 

11. Set.Bar .. Desa adalah Sekre!ans Oesa yang dianglcat langsuog tnefljadl Peg&wai 
1.iege,-, ~ oeroasarl<an Peraturan Pemer1ntah Nomor 'IS tahun 2007 tentang 
Persyatatan Dao Tata Cara Pengangkatan Sektetaris Oesa Menjadi Pegawai Negeri 
Slpil, yang betrugas membantu Kepala Desa datam bldang tcrtJb admlnistrasi 
pemenntahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Peraturan Oesa aoalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, 

13. Keuangan Oesa adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyetenggaraan 
pemerfntahan desa yang dapat dinilai clengan uang termasuk cfldalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan deflgan hak dan kewajiban clesa tersebut. 

1'!.AIOkasi Dana Oesa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk 
desa, yang bersumber darl baglan dana penmbangan keuangan pusat dan daerah 
y~ng dlterlma oleh Kabupaten/ Kota , 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa selanjutnya disebut APBOes adalah re,,.cana 
keuangan tahunan pemerlntahan desa yang dibahas can disetujui bersama oleh 
pemerintah desa can 8PO, yang ditetapkan dengan perdturan desa. 

16. Penghasilan tetap adalah jumlah pener1maan yang diberikan setiap bulan kepada 
Kepala Desa dan Petangkat Desa yang diatur dalarn Peraturan Oesa. 

17. Tunjangan adalah penerimaan atau bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan 
keadaan yang bersifat khusus yang dlatur dl dalam Peraturan Desa. 

18. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tldak dikehendaki yang 
mengaklbatkan seseorang menderlta sakit atau menjad] cacat yang memerlukan 
pengobatan, perawatan, dan/atau rehafibitasi, atau menga~jbatkan seseorang 
meninggal dunla. 

19. Cacat Badan adalah kelainan jasmanl dan/atau rohanl karena kecelakaan yang 
sffatnya sedemikian rupa sehlngga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk 
melakukan pel<erjaan 



Untuk biaya pemberian tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagian 
bersumber dart Pendapatan Asli Oesa. 

Pasal 8 

BAB IV 
TUNJANGAN 

Bagian Pertama 
SumberDana 

Besarnya Penghasllan tetap Kepala Desa clan Perangkat Desa citetapkan dengan 
ketentuan sebagai bertkut : 
a. Penghasllan tetap ~epa!a Desa sekurang-k:.irangnya sarna c!engan Upah Minimum 

Kabupaten Bekasl 
b. Penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar 70 °,1, (tujuh P\lluh persen) dart 

penghasilan tetap Kepala Desa. 
c. Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarl<an 
kemampuan keuangan oese. 

Bagian Kedua 
Besarnya Penghasilan Tetap 

Pasal 7 

Dalam ha! Kepala Oesa befha!angan tetap/ diberhentikan semeotara /diberhentikan, 
maka Penjabat Kepala Oesa yang bukan berasal dart PNS diberikan penghasilan tetap 
yang besarennva sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa. 

Pasal6 

Pasal 5 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Oesa selain Sekretarls Desa diberikan penghasllan tetap 
setiap butannva yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat 
versetuJuan darl Sadan Permusyawaratan Desa (BPO) dan peoghas1lon f@innya 
yang sah menurut peraturan Perunclang-unclangan yang ber1aku disesuaikan 
dengan kemampuan Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa. 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sediklt sama 
dengan Upah Minimum Regiontl Pemerintah Oaerah Kabupaten. 

(3) Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa tetap 
mendapatkan penghasilan dan haknya sebagai Pegawai Negeri selarna menjalankan 
Fenjabat Sementara Kepala Desa. 

(4) Sekretarts Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak ber!lak mendapat penghosilan 
tetap setiap bulan dart APBDesa. 

BABW 
PENGHASILAN 
Baglan Pertama 

Penghasllan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal4 
Kepala Desa dan Perangkat Desa setaln Sekretaris oesa diberikan penghasilan setiap 
bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan oesa, 
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Pasal 12 

(1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunla di dalam clan waktu 
melaksanakan t;ugas, maka kepadanya dapat di~rikan tun)angan meninggal dunia 

Bagian Kelim2 
Tunjangan Menlnggal Dunia 

Pasal 11 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelak.aan didalam dan waktu 
melak.sanakan tuga-s mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya dlberikan 
tunJangan kecelakaan berdasarkan kemampuan keuangan desa. 

(2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang mengalaml keceiakaan dl dalam dan 
waktu melaksanakan tugas, sehingga tldak dapat tagi menj11ankan tugas dan 
kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan berOasarl<a;i 
kemampuan keuangan desa. 

(3) Besarnya Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2), 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Baglan Keempat 
Tunjangan Kecelakaan 

Besarnya tunJangan jabatan Kepala Desa dan Pe.rangkat Oesa disesuaikan deogan 
kemampuan keuangan Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tunjangan jabatan Perangkat Oesa setinggl-tinggin)-a 8-0% (delapan puluh persen) 

dari tunjangan Kepala Desa. 
b. sesarnva TunJangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Oesa, ditetapkan deogan 

Peraturan Desa berdasarl<an kemampuan keuangan desa. 

Pasal 10 

Bagian Ketlga 
Besarnya Tunjangan 

Bagiai1 Ked,Ja 
Jerus Tunjangan Kepala Desa dan Peranglrat Oesa 

Pasal 9 

(1) Selaln penghasllan tetap yang diterima oleh Kepala Oesa dari Perangkat oesa dapat 
diberfkan tunjangan berdasarl<an kemampuan keuangan oesa. 

(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), 
meliputi : 
a. Tunjangan jabatan; 
n, Tunjangan keluarga; 
c. Tunjangan kece!aka3n; 
d. Tunjangan kematlan; 
e. TunJangan puma tugas; 
f. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
(3) Pemberian tunjangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Oesa (APBOesa). 



(1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman untuk peoyusunan Peraturan Desa 
mengenal Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Oesa. 

(2) Hol·hal yang belum dlatur dalam Peraturan inl sepanjang mengenai tekrus 
pelaksanaannya akan diatur kemudian. 

(3) Peraturan Oesa yang mengatur mengenai ketentuan !.ebagairnana Climaksud pacla 
ayat (1) Clltetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terllitung sejak diberlakukannya 
Peraturan Supatl lnl. 

Pasal 15 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

BABY 
SUMBER DANA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 

Pasal 14 

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan Belanja Oesa (APSOesa) dengan mempe,timbangkan 
kemampuan keuangan desa. 

Pasal 13 

Kepala oesa dan Perangkat Oesa yang diberllentikan dengan hornat dari jabatannya 
yang rnernpuoyal masa kerj~ berturut·turut sekurang·kurangnya S (lima) tahun untuk 
Kepala Oesa dan 6 (enam) tahun sebagal Perangkat Oesa diberikan tunjangan sebesar 
2 (dua) kali Jumlah penghasllan tetap. 

Bagian Keenam 
Tunjangan Puma Tugas 

(2) Kepala Oesa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia karena ;akit (bulcan karena 
kecdakaan), rnaka kepadanya dapat diberikan tunjangan menlnggal dunia 
berdasarkan Kemampuan keuangan desa. 

(3) Besarnya Tunjangan meninggal dunia SEbagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 



• 

NOMOR BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 

Oiundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

~J SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BEKASI,,i 

H. SA'DUDDIN 

Oitetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 5 Mei 2310 

BUPATI BEKASI, 

ttd 

Agar seuap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Pe·aturan Bupati ini 
dengan penempatanova dalam Serita Oaerah Kabupaten Bekas!. 

Peraturan III mul3r berlaku pada tanggal drundangkan. 

~16 



II. Pasal demi Pasal 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pemenntahan" antara Ja,n 
pengaturan kehldupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti 
pembuatan peraturan desa, pembentukan tembag;l kemasyarakatan, 
pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa dan 
sebagainya. 
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan pembangunan• antara lain 
pemberdayaan masvarakat dalam penyecf,aan sarana prasarana fasmtas 
umum desa seperti jalan oesa, jembatan desa, irtgasi desa, pasar desa clan 
sebagainya. 
Yang dimaksud dengan "Pembinaan kemasyarakatan• antara Jain 
pemoerdayaan masyarakat melalui pembinaan ~ehldupan sosial buda)a 
masvarakat sepen blclang kesehatan, penclldlllan, adat iStla(JiJl wn 
sebagainya. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

CukupJelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

I. Umum 
Berdasarkan Pasal 86 Ayat (l) Peraturan Dae<ah Nomo,- 2 Taiun 2008 tentaflg 
Pemerintahan Oesa, Kepala Desa clan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap 
setlap bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai oe.,gan ke111Jmpuan keuangan 
desa yang ditetapkan setiap tahun clalam APB Oesa. Besamya penghasilan tetap 
bagi Kepala Desa dan Perangkat Oesa paling sedikit sama dengan Upah Minimal 
Kabupaten kecuali Kepala Desa dan Sekretaris Oesa yang berstatus sebagai 
Pegawal Negen Sipil tidak mendaoatkan penghasilan tetap. Sedangl<,ln untuk 
pemberian tunjangan dapat diberii0n sepanjang kemaml)Ui!o keuangan oese 
mencukupi. 

Untuk membertkan pedoman terhada9 ketentuan diatas, di~n pengabxan 
mengenar Kedudukan Keuangan Kepala Oesa clan Perangkat Oesa seooga zcuar 
dalam rangka penyelenggaraaan peme,intahan di desa. 

PEIOB.ASAH 
ATAS 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN KEDUDUKAN KEUANGAN KfPAlA DESA DAN PERANGKAT DESA 



Pasal 6 
Yang dimaksud Penghasilan tetap sebesar sama adalah Jumlah penenmaan 
sah seuao bulan yang diberikan kepada Peojabat l<epaJ;J Oesa besarannya 
sama dengan yang diterima l<epala Oesa Definltif Kecuafi Penjabat l<epala 
Desa yang Berstatus Pegawai Negerl Sipil tidak tefhak meodapat 
penghasilan tetap dari APB Oesa. 

Pasaf 7 
Contoh: Penghasilan Tetap Kades Rp. 1.200.000,-, maka: 
Penghasilan Tetap Perangkat Oesa = 70% x Rp. 1.200.000,- = 
Rp. 840.000.· 

Pasal 8 

Yang dimaksud Pendapatan Asli Desa adalah Hak Oesa yang cfiakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari : 
a. Ha~il Usaha Cesa; 
b.Hasil Kekayaan Desa 
c. Hasil Swadaya dan PartiSipasi 
d.Hasil Gotong Royong 
e. Lain-lain Pendapatan asli desa yang sah 

Pasal9 
Ayat (1) 

Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang 
diberikan kepada Kepala Desa, clan Perangkat Desa tidak termasuk 
Sekretaris Desa yang Be!'status Pegawai Negeri Sipil 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat(3} 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Tunjangan Jabatan• adalah 
Tunjangan yang diberll<an kepada Kepala Oesa dan Perangkat 
Desa xareoa kedudukannya sebagal pejabat pemenntah desa 

~luruf b 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Kepala Desa dan Petangkat Desa dibenkan perghasilan sebap bL,lan i<ernal 
Sekretaris oese, Sedaoglcan uotuk pembenan tuojangan dapat dd>erikan 
sepanjang kemampoan keuangan desa mencukupi termasul< Sekretaris Oesa 
yang bersatus PNS. 

Pasal 5 
Ayat (!) 

Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah sellap bul<ln yang 
diberikan kepada Kepala Oesa, clan Perangkat Oesa tidak termasuk 
Sekretaris Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sioil 

Ayat (2) 
Cukup Je!as 

Ayat (3) 
Cukup Jetas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 
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Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 'tunjangan Kematia~ / Men,nggal Dun.a• 
adalah tunjangan yang diberik3n kepada ahli waris yang paling 
berhak atas nama Kepala Desa/Perangkat Desa yang meninggal 
dunia, sesuai clengan kemampuan keuangan oesa, 
Pernyataan Kepala Oesa dantatau Perangkat oese menonggal dunia 
dibuktikan dcngan surat keterangan dokter dan/atau pcjabat yang 
berwenang 

Ayat (2) 

• 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Pasal 10 
Conteh Tunjangan Jabatan Kades Rp. 300.000, ·, maka : 
TunJangan Jabatan Perangkat Desa = 80% x Rp. 300.000, · = 
Rp. 740.000,· 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan "tunjangan ke,:elakaan" adalah tunjangao 
yang diberikan l:epada Kepala Desa dan Pefaogkat Desa yang 
mengalami kecetakaan dalam melaksanakan l\Jgas. 
Yang dimaksud dengan Kecelakaan dalam ket~-ntuan ini adalah 
kecelakaan yang terjadi : 
a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; 
b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, 

sehlngga kecelakaan itu <lisamakan dengan kecelakaan yang 
terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau 

c. karena perbuatan anasJr yang tidak berta~ ung iawab ataupun 
.sebagai akibat tindakan terhadap anasr ·itu • 

HtnJ(c 

Yang dima!Gud dengan "tunjangan kecelakaan" adalah 
tunjangan yang diberikan kepada KepaJa Desa dan l'erangl<at 
Oesa yang mengalami kecelalcaan dalam melaksanakan wgas. 

Hurut d 
Yang dimaksud dengan 'tunjangan Kematlan / Menioggal 
Dunk!'" adalah tunjangan yang diberikan kepada ahli warls 
yang paling bernak atas nama Kepala Desa/Pefangkat Desa 
yang meninggal dunia, sesoai dengan kemampuan keuongan 
desa 

Huruf e 
Yang dimaksud "tunjangan Puma Tugas adalah tunjangan 
yang diberikan kepada epala Desa dan Pe<angkat Desa yang 
diberhentikan dengan nomat dari jabatannya yang 
mempunyai masa kerja berturut·turut sekurang-kurangnya 5 
(llma) tahun untuk Kepala Desa clan 6 (enam) tahun sebagai 
Perangkat Desa 

Huruf f 
Cukup Jelas 
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Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

t) SEKRETARIS DAERAH KABUPATE'N BEKASI, ,1 

H. SA'DUDDIN 

Oitetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 5 Mel 2010 

BUPA TI BE KASI, 

ltd 

- 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jeias 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pasal 13 
Kepala Desa can Perangkat Oesa yang diberhe<ltikan dengan hormat dalam 
ketentuan int dikarenakan atas permintaan seodiri dan/atau mendetita sakit 
yang mengaklbatl<an baik frsik maupun mental tidak berf\Jr,gsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. 
sekurang·kurang telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun untuk Kepala 
Oesa dan 6 (enam) tanun sebagai Pe1c1ngkat Desa 
Contoh perhitungan tunjangan puma tugas: 
a. Kepala Oesa dengan masa tugas S Tahun atau iebih akan mendapat 

tunJangan purna tugas sebesar: 
Misal : penghasila11 tetap Kepala Desa pacla saat ilu sebesar 
Rp. 1.200.000,-, maka : 
Rp. 1.200.000,- x 2 = Rp. 2.400.000,· diberikan hanya l (satu) kali. 

b. Peranqkat Oesa dengan masa tugas 6 (eoam} tahun atau lebif1 akan 
mendapat tunjangan purna tugas sebesar: 
Misal : penghasilan tetap Kepala Desa pada saat itu seoesar 
Rp. 840 .. 000,-, maka: 
Rp. 840.000,· x 2 = Rp. 1.680.000,- diberikan hanya l (satu} kaU. 

Pasai 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

.<yat (3) 
Culn.'O Jclas 


